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A. Tugas Dan Kewenangan Bakamla 

Bakamla hadir dalam melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan 

penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi 

Indonesia. Berbagai fungsi dilaksanakan Bakamla dalam menjalankan tugas untuk 

melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah 

yurisdiksi Indonesia. Melalui tugasnya, Bakamla juga mendukung implementasi visi 

pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang merupakan sebuah 

gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, 

pengembangan industri perkapalan, perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada 

keamanan maritim. (Humas FHUI, 2018) 

Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi 

kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan 

lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM 

kelautan, merupakan program-program utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi dalam 

mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia 

1. Tugas BAKAMLA Berkaitan Dengan Luas Wilayah 

Indonesia memiliki wilayah kelautan yang luas dalam hal ini juga dapat dipahami 

bahwa Bakamla memiliki tugas yang sangat luas dalam melakukan patroli untuk 

mencapai keamanan dan keselamatan di wilayah Perairan Indonesia dan wilayah 

yurisdiksi Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 61 UU Nomor 32 Tahun 2014.1 

Wilayah yurisdiksi  merupakan wilayah di luar wilayah Negara yang terdiri atas Zona 

Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan dimana negara memiliki 

hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan dan Hukum Internasional. Adapun penjelasan mengenai wilayah 

perairan Indonesia terdiri dari2 : 

 
1 Pasal 61 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 
2 Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan. 
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a. Laut Teritorial Indonesia 

b. Perairan Kepulauan 

Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi 

garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman maupun jarak 

dari pantai.3 

c. Perairan Kedalaman 

Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi 

darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya 

semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4 

2. Tugas BAKAMLA Dalam Menjaga Keamanan dan Keselamatan Laut Indonesia 

Dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut di Indonesia sangat berpotensi 

menyebabkan ancaman maupun gangguan dari pihak luar. Dalam hal ini BAKAMLA 

serta lembaga keamanan lainnya berinisiatif untuk menghindari hal-hal yang dapat 

merugikan Indonesia, beberapa hal yang perlu diwaspadai antara lain : 

Tabel 1.2 : Ancaman yang perlu diwaspadai 

No Jenis Ancaman Bentuk Tindakan  

1. Ancaman tindak kekerasan menggunakan 

senjata.  

 

Ancaman pembajakan tehadap 

kegiatan sabotase obyek vital 

nasional dilaut, ancaman adanya 

penyebaran ranjau serta ancaman 

terjadinya aksi teror di laut. 

2. Bahaya Navigasi Ancaman yang disebabkan oleh 

kondisi geografi dan hidrografi 

serta keterbatasan sarana dan alat 

bantu navigasi seperti suar dan  

 
3 Pasal 3 Undang Undang Nomor 6 Tentang Perairan Indonesia. 
4 Pasal 3 Undang Undang Nomor 6 Tentang Perairan Indonesia. 



buoy yang tidak berfunsi dengan 

baik. 

3. Perusakan Sumber Daya Laut Adanya pencemaran laut dan 

perusakan ekosistem laut, serta 

adanya konflik pengelolaan 

sumber daya laut, yang 

menyebabkan politisasi diikuti 

dengan penggelaran militer seperti 

sengketa kepulauan dan 

perbatasan. 

4. Pelanggaran Hukum Ancaman terhadap kegiatan 

illegal fishing, ancaman terhadap 

illegal logging, ancaman terhadap 

tindak penyelundupan dan bentuk 

pelanggaran lainya. 

 

Sebagaimana tercantum dalam tabel 1.2 diatur dalam pasal 64 UU Nomor 32 

Tahun 2014 menyebutkan bahwa kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan 

di wilayah perairan Indonesia serta wilayah Yurisdiksi Indonesia yang telah dijelaskan 

dalam dalam pasal 62 huruf a ditetapkan oleh Presiden. Disisi lain diketahui bahwa hingga 

saat ini ketetapan Presiden yang dimaksud belum keluar sehingga hal ini dinilai dapat 

memberikan pengaruh terhadap tugas Bakamla sendiri karena tugas Bakamla yang luas 

belum mendapatkan dukungan atas ketetapan Presiden. 

3. Kewenangan BAKAMLA 

Dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 menjelaskan bahwa 

kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 

terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan Komando. Pembentukan Badan 

Keamanan laut (Bakamla) yang menggantikan Badan koordinasi keamanan laut 

(Bakorlkamla) saat itu masih menggunakan sistem Multi Agency Single Task yang 



berarti terdapat banyak instansi penegak hukum di laut dengan satu tugas yang sama 

seperti penegakan di laut yang dikoordinir oleh Bakorkamla.  Sehingga terdapat 

pergantian menjadi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) yang memiliki peran sebagai 

Single Agency Multy Tasks satu kesatuan komando. Sistem ini juga menjadikan 

Bakamla sebagai pemegang komando/kendali terhadap 12 instansi secara terintegrasi 

yang berwenang untuk melakukan pengejaran seketika (hot pursuit) yang merupakan 

bentuk pemberhentian, pemeriksaan, penangkapan, membawa, dan menyerahkan kapal 

ke  instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut dan 

mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan 

Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. 

Dengan adanya bakamla maka diharapkan mampu memberikan fungsinya secara 

baik khususnya dalam penegakan hukum keamanan serta keselamatan di laut. Dimana 

terdapat beberapa tugas dari BAKAMLA seperti aspek-aspek pelayanan sistem 

informasi peringatan dini, penegakan hukum di laut, bea cukai, keamanan dan 

keselamatan pelayaran, pengendalian sumber daya alam hayati dan non-hayati dalam 

lingkungan kelautan, pencarian dan pertolongan di laut serta pertahanan negara dalam 

keadaan perang. Oleh karena secara umum kewenangan Bakamla bukan hanya sebagai  

penyidik oleh karena itu BAKAMLA hanya bertugas  menyerahkan kapal tersangka ke 

instansi terkait diatur dalam pasal 63 ayat (1) huruf  (b). Berbeda dengan pasal tersebut 

dalam Pasal 278 ayat  (1) huruf  (d) Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2008 

menjelaskan  KPLP dapat melakukan penyidikan kewenangan tersebut menyebabkan 

KPLP lebih diunggulkan sebagai coast guard dari pada Bakamla. 

B. Hubungan BAKAMLA Dengan Lembaga Keamanan Laut  Indonesia 

Badan Keamanan Laut merupakan mandat dari UU Nomor 32 Tahun 2014 yang 

berhubungan dengan kelautan, dan BAKAMLA juga telah diatur dalam peraturan Presiden 

nomor 178 tahun 2014. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang kelautan, 

Bakamla memiliki komando dan kendali terhadap pelaksanaan operasi keamanan, 

keselamatan, serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi 

Indonesia seperti salah satu fungsi dari Bakamla yaitu menyinergikan pelaksanaan patroli 

yang dilaksanakan oleh 12 instansi yang memiliki kewenangan di laut, antara lain : 

1. TNI Angkatan Laut 



TNI Angkatan Laut berperan sebagai komponen utama dalam mempertahankan 

negara di wilayah perairan dan memiliki kewajiban dalam menjaga kedaulatan negara, 

integritas wilayah NKRI, mempertahankan stabilitas keamanan di wilayah perairan, 

serta melindungi sumber daya alam di wilayah perairan dari berbagai bentuk gangguan 

keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. 

Konsepsi dasar terhadap perwujudan keamanan di wilayah perairan pada hakikatnya 

memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan yang 

saling berkaitan satu dengan lainnya. (Heru Wiratama, 2015) 

a. Sinergitas antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut dalam 

menanggulangi tindak pidana di laut dalam rangka penegakan hukum  

2. Markas Besar TNI 

3. Kepolisian RI (Polair) 

4. Kementrian Luar Negeri 

5. Kementrian Dalam Negeri 

6. Kementrian Pertahanan 

7. Kementrian Hukum dan HAM 

8. Kementrian Keuangan 

9. Bea Cukai  

10. Kementrian Perhubungan 

11. Kementrian Kelautan  

12. Perikanan, Kejaksaan Agung 

13. Badan Intelejen Negara 

Namun, diketahui bahwa dua belas lembaga tersebut memiliki landasan hukum 

masing masing dan fungsinya hampir bersinggungan. Oleh karena itu dalam 

menjalankan fungsinya belum terintegrasi sehingga keamanan dan penegakan hukum 

belum berjalan secara maksimal. Masing masing dari instansi tersebut memiliki 

kebijakan, sarana, serta sumber daya manusia yang berbeda. Hal ini menyebabkan 

tumpang tindih atas kewenangan, dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan 

sinergi antar lembaga.  
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